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Politik Hukum merupakan kajian pokok dalam membentuk Sistem Hukum
berupa peraturan perundang-undangan. Penentuan bentuk dari Politik Hukum
hendaknya didasarkan kepada falsafah pandangan hidup bangsa (philosophie
grondslag). Sehingga, output dari suatu proses legislasi berupa peraturan perundang-
undangan, khususnya dalam hukum pidana, menjadi searah dan sejalan dengan
kehidupan sosial di dalam masyarakat. Perilaku institusi penegak hukum, seringkali
terabaikan dalam kajian Politik Hukum Pidana. Sehingga, seringkali implementasi
suatu peraturan perundang-undangan mengalami disorientasi, disharmonisasi dan
disinkronisasi dalam tataran praktik hukum di Indonesia.

Permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini adalah yang pertama, kebijakan
hukum pidana terhadap pengaturan tindak pidana narkotika. Kedua, faktor-faktor
yang menyebabkan terjadinya penyebaran tindak pidana narkotika. Dan yang ketiga,
kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana narkotika.

Penelitian ini menggunakan Penelitian normatif ini juga disebut studi
dokumen yang dilakukan penulis dengan mencari dan mempelajari dokumen-
dokumen atau bahan-bahan pustaka, seperti buku, karya tulis, jurnal ilmiah, majalah,
koran, dan informasi di internet.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa , Untuk mencegah dan memberantas
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan
membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, maka diperlukan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk mengatur upaya
pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman sanksipidana,
yaitu berupa : pidana penjara, pidana seumur hidup, atau pidana mati Kedudukan
BNN merupakan lembaga pemerintah nonkementrian yang berkedudukan di bawah
Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pada umumnya secara keseluruhan
faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana narkotika dapat
dibedakan atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor
yang bersal dari dalam diri sendiri, sedangkan faktor eksternal merupakan merupakan
faktor yang berasal dari luar diri pelaku. Kebijakan penanggulangan dengan cara
penal adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
terhadap sanksi hukuman pidana dari masing-masing perbuatan terhadap
penyalahgunaan narkotika. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non
penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi
sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan
terjadinya kejahatan ada hakikatnya.
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